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NOMOR 1YTAHUN 2024

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN ’

arsip.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun

pOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAY KABUPATEN MERANGIN

nimbang & bahwa arsip adalah sumber informasi yang autentik, ut?h
i tCIPemay a, sehingga setiap perangkat daerah wajib
menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna

b.  bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan
kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan
terhadap keamanannya, perlu adanya Kklasifikasi atau
pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Merangin untuk mencegah terjadinya
penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

c. pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan

Peraturan Bupati Merangintentang Pedoman Sistem

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan

Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko
dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);




Undang.

Pembeg Undang Nomor g4 Tahun 1999 “"m;og
KabUPQte Paten Sarolangun, Kabupatcn T:Jng’
Timur (Lo Jambi dap Kabupaten Tanjung J2

9
Nomor 182, Tamba:egara Republik Indonesia Tahun 199ia
Nomor an Lembaran Negara Republik Indones

Undang. Sebagaimana telah diubah dengA”

dang.Unq " 14 Tahun 2000 tentang Perubah”
Pembentypn. 9418 Nomor 54 Tahun 1999 tentand
Kabupatey, My bupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo
Timur (Lem aro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Nomor 81, TambahN"g‘”“ Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 3669 ; an Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang. i
dan 'Igr:nndan-g Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
Indonesia “aksi Blektronik (Lembaran Negara Republik
Indones; Nomor S8, Tambahan Lembaran Republik
LIJ‘ ((;nesm Nomor 4843),

n i )
lnfo::é l'lndang. Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Nomor :111 ﬁubh;h(l'embamn Negara Republik Indonesia

» lam an \ P

Nomor 86); Lembaran Negara Republik Indonesia
Undang'Undan No

Publik ( g Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambah

an Lembatan Negara Republik Indonesia
Nomor S038),

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Un
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan D
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind
Nomor 5679);




9. Peraturgy

Pemcn
Tahun 2013y
Tahun 9

lndonegia T

28
r
Republik [ndonesia NoM°

r
Aksanaan Undang-Undang Nom” bli
tang Kearsipan (Lembaran Negara Repu
Epublj 2012 Nomor 53, Tambahan Lem
ik ln‘donesia Nomor 5286); 12
Negeri Nomor 78 Tahun &

Daerah (Berita Negara Republik
mor 1282);

ten

Merintgh
un 2012 No

Menter; Dal \ 2015
ten tul am Negeri Nomor 80 Tahun
Rel;?:\\)%i:imben a0 Produk Hukum Daerah (Berita Negara
telah diu::}?n?m Tahun 2014 Nomor 2036) sebagaimana
W ' Negerl
Nomor 120 Tah 8n Peraturan Menteri Dalam Neg

un 2018 te Atas Menteri
Dalam Negeri X ntang Perubahan

uk omor 80 Tahun 2015 tentang Pemben i
wiiia Duteih (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);
12. Pera Kepal

A Arsip Nasional Republik Indonesia

NOmf’r 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem
Klasifikasj Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem
Klasifikasi

: Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di
Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

14. Peraturan Daerap Kabupaten Merangin Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016
Nomor 10);

15, Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2021
tentang  Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah
Kabupaten Merangin Tahun 2021 Nomor 5 );

16. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI

KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN.

BABI
KETENTUANUMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : /
1. Dacrah adalah Daerah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelak
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
3. Bupati adalah Bupati Merangin.




el

kcwenanga: ;:d&l&h ketersediaan arsip sebagai hasil di;'
sarana  pepp, dan  otorisas; legal serta keberad

pemanfaatay, ars untuk mempermudah penemuan dan

. ArSip adalgh oy :
rekaman kegifatan atau peristiwa dalam berbag2’
infofrmasj gy, S¢Suai dengan perkembangan teknolog!

e dalam  pelaksanaan  kehidupan
Arsip dinamis g4 "3852, dan bernegara
dalam kegia s arsip yang digunakan secara langsung

waktu tertenty,, Pencipta arsip dan disimpan selama jangka

7. Pen .
88unaan ax:sxp adalah  kegiatan pemanfaatan data
berhak SIp bagi kepentingan pengguna arsip yang

dan arsip dinanl::; sar;sge:if::ﬂﬁkiia;i kategori-kategori kegiatan

9. Klasifikasi | : an mengelon}pokannya..
informas arsimbenale arsip adalah katagori kerahasiaan
— diﬁmbunf;n rdasarkan pada tingkat keseriusan dampak

terhadap kepentingan dan keamanan negara,
masyarakat dan perorangan.

B 1;1:;1;11;&31 al:tses arsip adalah katagori pembatasan akses

AP arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip
terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.

11. ?engama.nan arsip adalah program perlindungan fisik dan
informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.

12.T<.=rbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan
terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga
pemerintahan.

13. Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang
apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan
siapapun.

14. Sangat Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesa
Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.

15. Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila di
oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakib:
terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, Sumber
Nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi
Apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensil
lembaga/organisasi akan menimbulkan, kerugian y:
terhadap privasi, kompetitif, hilangnya keperca
merusak kemitraan dan reputasi.

16. Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan/
arsip bagi kepentingan kegiatan pemanfaatan/penyed
bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.




17.?"0““' ta
aturan ke !.“aninformasipublikadalahmmca v
tersediaan { ukum dan
otorisasi legg) Informasi sesuai kewenangan

18. Informagj o | 20faatan informasi publik. ,
"Masi yang dikecualikan adalah 3 informasi yang apabila
dapat meniuy "8 Membuka informasi publk tersebut
Pasal 17 y konsekuensi sebagaimana diatur dalam
setelah dipemndaflmg'u“d"“g Keterbukaan Informasi Publik serta
menutup infor, bangk“ secara seksama bahwa dengan
besar dari pa dapat melindungi kepentingan yang lebih

: da memb
19. Pencipta arsip ggey ™

otorisasi dalay
jawab di b melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung
dang Pengelolaan arsip dinamis.

pihak yang mempunyai kemandirian dan

Pasal 2

Mak ;

dala:: . r:lnmpkm?’a Peraturan Bupati ini sebagai pedoman

penyalah g melindungi fisik dan informasi arsip dari
gunaan dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal 3
Tulx?;‘;:a ditctapkannya Peraturan Bupati untuk menyediakan
% St arsip yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses bagi

pent'fngan publik serta menjamin keamanan arsip bagi informasi
yang dikecualikan.

Pasal 4

R}Jang lingkup sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip
dinamis meliputi:

a. sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; dan

b. pengaturan akses arsip.

BABII
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN
AKSES ARSIP DINAMIS
Pasal 5

(1) Asas Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis
dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.

dan desentralisasi dalam pelaksanaan pengolahan
dinamis.

Pasal 6

(1) Sistem Kklasifikasi keamanan dan akses arsip
diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
a.arsip yang tercipta pada instansi pencipta
diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas,
dan sangat rahasia;




Klasificasi sebagaimana tersebut pada
i inf Pengamm aksesnya, semakin tingg!
Pengaturgy, "ormasiny, semakin ketat pula dalam

pat m . :
terbuka segyyp; 4 “Bakses informag yang dikategorikan
(2) Sarana  gjgter, mﬁ“ Prosedur yang telah ditentukan.
Menggun sarapn, s keamanan dan akses arsip
(3) Perangkat kerpg o, A Perangkat keras dan perangkat lunak.
a. Sarang penyimbﬁgmmana tersebut pada ayat (1) meliputi :
kabinet/ rak Panan arsip konvensional berupa filling
al’Slp untuk menvi x . buka
dan brangkag Sty ) yimpan arsip biasa/ terbuka,
. sangat rahagip, ®marl besi untuk arsip rahasia dan
. Sarang 3 L ;
sesuai :: nylmP?nan arsip media baru berupa lemari arsip
bt "18an tingkat klasifikasi informasi dan prasarana
de b & Penyimpanan yang representative sesuai
(4) P "8an tingkat lasifikasi informasi.
ae‘;:fglmt lu‘nak sf’bagaimama tersebut pada ayat (2) meliputi:
b {8 arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital:
.' Aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.
(5) S\stem. klasifikasi keamanan dan akses arsip dinaniis
St'tbagmmamfl dimaksud pada ayat (1) menggunakan angka.
(6) Sistem Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

berdasarkan klasifikas; bidang tugas, sebagai berikut:
a. 000 Umum

b. 100 Pemerintahan
c. 200 Politik
d. 300 Keamanan dan Ketertiban
€. 400 Kesejahteraan
f. 500 Perekonomian
8- 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan
h. 700 Pengawasan
i. 800 Kepegawaian
j. 900 Keuangan

BAB Il
PENGATURAN AKSES ARSIP
Pasal 7

(1) Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal ¢
buruf b digunakan kepada pengguna arsip yang berhak.

(2) Pengguna arsip yang berhak mengakses arsip terdiri dari:
a. pengguna internal yang ada di instansi; dan
b. pengguna eksternal di luar instansi.



Pasa) §
(1) Pengguna imcmal :
(2) terdiri dagy. Beb"g‘“’ﬂana dimaksud dalam Pasal | ayat

selum: e f“cmplmyai kewenangan untuk
e TSP yang berada di bawah
L. pimpinan "%a“ Ketentuan sebagai berikut:
Daerah ““Btansi tertmggi, yaitu Kepala Perangkat

mengakses  go| mempunyai  kewenangan  untuk
kcwenangannya.umh arsip yang berada dibawah
2. pimpinan tingy,

Kepala Sub gkat ,tinw ymtu SCkICtaris, chala Bldang’
Bagian, Kepala Seksi yang mempunyai
Untuk  mengakses arsip di bawah
i 4, namun tidak diberikan hak akses untuk
nformasi yan .
yang saty Jey pat pada pimpinan level tertinggl

¢l dengan unit di uar unit kerjanya, kecuali
§ t;lr:h mendapatkan izin; dan

Subpmgn _thkAt menengah yaitu Kepala. Sub Bidang,

meng ak:cg;an yang melflpun).'ai kewenangan untuk

o ﬁdaksel‘um'h arsip dibawah ~kewenangannya,

Y diberikan hak akses untuk informasi yang

-reapat pada pimpinan level tertinggi, pimpinan level
tnggi, dan yang satu level diluar unit kerjanya kecuali
telah mendapatkan izin.
- pelaksafm kebijakan yaitu staf, petugas arsip, arsiparis dan
Pegawal yang mempunyai kewenangan untuk mengakses
seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan
tingkat Klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses
untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, rahasia, dan
sangat rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat
tertinggi, pimpinan level tinggi, pimpinan level menengah dan
yang satu tingkat diatas unit kerjanya kecuali telah
mendapatkan izin; dan
C.pengawas internal mempunyai kewenangan untuk
mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka
melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  seperti
pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten
Merangin.
(2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf b terdiri dari :

a. publik yang berhak, mempunyai hak untuk mengakses
seluruh arsip dengan kategori biasa terbuka;

b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses
seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka
melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang
dilakukan oleh Badan Permeriksa Keuangan, dan Badan
Pengawasan Keuangan Pembangunan; dan

c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses
arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau

kCWCnangan




™ akan menyelesaikan suatu perkars

Pasal 9
rle)ngfsusurl 31;1308 P Sebagaimang dimaksud dalam Pasal 7 8yat
yang merupak:nm biaftar arsip dinamis diuraikan dalam lampira”

T . . ;
ini, sebagai berikut -_gl tidak terpisahkan dari Peraturan Bupa

€ angka 200 bidang tugas Politik;
d. Lampiran IV kode an e ,
3
Ketariban: gka 300 bidang tugas Keamanan dan
t;- :ﬁp{ran V kode angka 400 bidang tugas Kesejahteraan;
: Lampfl'an VI kode angka 500 bidang tugas Perekonomian;
8 Lampiran VII kode angka 600 bidang tugas Pekerjaan Umum
aan,
k.\. Lampm VIII kode angka 700 bidang tugas Pengawasan;
L Lampl_ran IX kode angka 800 bidang tugas Kepegawaian;
J. Lampiran X kode angka 900 bidang tugas Keuangan.

dan ketenagake,j

Pasal 10

(1) Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengamanan fisik dan
informasi arsip.

(2) Pengamanan fisik dan informasi arsip dalam ayat (1) secara
keseluruhan  mencakup fasilitas pengamanan  seperti
pemasangan kamera pengawas (CCTV), kunci pengamanan
ruangan dan media simpan arsip.

(3) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. kategori arsip biasa/umum/terbuka di simpan pada rak.
b. besi;
c. kategori arsip terbatas disimpan Pada filling kabinet; dan

d. kategori arsip rahasia dan sangat rahasia disimpan pada
lemari besi.

(4) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi penciptaan daftar arsip terbatas dan
daftar arsip rahasia.

(5) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi penciptaan daftar arsip terbatas dan
daftar arsip rahasia.

{6) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan oleh arsiparis dan/ atau petugas
kearsipan yang diberi kewenangan dan tanggungjawab
mengelola dan mengamankan fisik serta informasi arsip.




L Perlaku pada tangg) gjundanghan

pgar setiap °‘a“§ ,m,e“ﬂetahuinya, Memerintahkan pengundanga™
Peraturan Bupati inj gen Peempatannya dalam Berita Dacre"
Kabupaten Merangiy 4

Ditetapkan di Bangko ;
Pada tanggal 99 me/ 202

di Bangko
ggel 29 me ! 2024

RAH KABUPATEN MERANGIN,

FAJ

A DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024 NOMOR [/




